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BAB II 

JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA 

Bab ini menjelaskan tentang realitas sosial gerakan keagamaan Islam di 

Indonesia yang menjadi fokus penelitian ini, diwakili oleh kelompok Jaringan Islam 

Liberal (JIL) dan Majelis Mujahidin Indonesia. JIL adalah representasi dari gerakan 

Islam liberal, sedangkan MMI adalah representasi dari gerakan Islam fundamental. 

Untuk menjelaskan dua realitas gerakan keagamaan Islam tersebut, secara berturut-

turut bab ini menjelaskan (1) realitas sosial Jaringan Islam Liberal, meliputi 

penjelasan mengenai istilah Islam liberal dan institusi JIL, dan (2) realitas sosial 

Majelis Mujahidin Indonesia, meliputi penjelasan mengenai istilah Islam fundamental 

dan institusi MMI. 

 

A. Realitas Sosial Jaringan Islam Liberal 

1. Islam Liberal: Melacak Makna dan Akar Historis 

Islam liberal atau Liberalisme Islam adalah salah satu karakterisasi 

gerakan kebangkitan Islam yang dimulai sejak abad ke-19. Istilah ini merujuk 

kepada sikap umum para pembaru Muslim dalam menghadapi umat Islam, 

terutama dalam bidang pemikiran. Istilah Islam Liberal baru digunakan sekitar 

tahun 1950-an ketika para sarjana di Barat mulai banyak menulis tentang 

fenomena modern kebangkitan Islam. Sarjana Barat pertama yang secara 

spesifik menggunakan istilah “Liberalisme Islam” adalah Wilfred Cantwell 
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Smith dalam bukunya Islam in Modern History.
1
 Kata ini digunakan oleh 

Smith untuk merujuk pada kecenderungan intelektualisme dan humanisme 

dalam pemikiran Islam modern. Intelektualisme dan humanisme adalah inti 

dari gerakan liberalisme yang berkembang di Barat. 

Penulis lain yang menggunakan istilah “liberal” adalah Albert Hourani, 

sarjana Inggris keturunan Palestina, dalam bukunya yang terkenal Arabic 

Thought in the Liberal Age, 1798-1939.
2
 Hourani memang tidak secara 

spesifik menggunakan istilah Liberal Islam, melainkan istilah “Liberal Age” 

dalam konteks pemikiran bangsa Arab yang mencakup pemikiran Islam secara 

umum. 

Sarjana lainnya yang menggunakan istilah Islam Liberal adalah Asaf 

A.A. Fyzee dari Pakistan dalam bukunya berjudul A Modern Approach to 

Islam.
3
 Fyzee, memberikan beberapa alternatif penamaan terhadap fenomena 

pembaruan pemikiran Islam. Beberapa istilah yang diajukan antara lain Islam 

dinamis, Islam aktif, Islam progresif, dan Islam protestan. Namun demikian, 

istilah yang layak dipertimbangkan menurutnya adalah Islam liberal. 

Baik Smith, Hourani, maupun Fyzee dalam menggunakan istilah 

“liberal” merujuk pada sebuah kecenderungan umum para pembaru Muslim 

yang berusaha membebaskan diri mereka dari belenggu penafsiran dan 

pemahaman agama yang kaku, sempit, dan dogmatis. Artinya, ada gejala di 

                                                
1Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (Princeton: Princeton University Press, 1957). 
2Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (Cambridge, New York: Cambridge 

University Press, 1983). 
3Asaf A.A. Fyzee, A Modern Approach to Islam (London: Asia Pub. House, 1963). 
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kalangan umat Muslim untuk membebaskan diri dari kungkungan pemikiran 

jumud, kolot yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.
4
 Di sini, istilah 

“liberal” pada awalnya merujuk secara umum kepada makna kebebasan.  

Pada tahun 1980-an, istilah “Liberalisme Islam” secara lebih spesifik 

diperkenalkan oleh Leonard Binder ketika menulis bukunya yang berjudul 

Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies.
5
 Binder 

menggunakan istilah Liberalisme Islam dengan sentuhan yang sangat kuat 

pada pemikiran politik. Ia memberikan pengertian liberalisme Islam dalam 

arti “Islamic political liberalism” dengan penerapannya pada negara-negara 

Muslim di Timur Tengah. Di tangan Binder istilah liberalisme Islam yang 

sebelumnya bermakna kebebasan dalam pengertiannya yang umum 

mengerucut kepada liberalisme politik, terutama fenomena liberalisme Barat, 

di mana tema-tema filsafat politik semacam sekularisme, demokrasi liberal, 

hubungan agama-negara, hak-hak warga negara, dan kebebasan sipil menjadi 

tema sentralnya. 

Leonard Binder juga menempatkan terminologi Islam liberal secara 

berhadap-hadapan dengan Islam tradisional. Dalam penelitiannya, Islam 

tradisional menjadikan bahasa al-Qur’an sebagai basis dari pengetahuan 

absolut tentang dunia. Sedangkan bagi Islam liberal, bahasa al-Qur’an 

berkoordinasi dengan esensi dari wahyu, namun isi dan makna dari wahyu 

                                                
4Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, Percakapan tentang Demokrasi Liberal (Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 2006), 248. 
5Leonard Binder, Islamic Liberalism:A Critique of Development Ideologies (Chicago: University of 

Chicago Press, 1988). 
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tidaklah bersifat harfiah-verbal. Karena kata-kata di dalam al-Qur’an tidak 

secara langsung mengungkapkan makna pewahyuan, maka diperlukan upaya 

pemahaman yang berbasis pada kata-kata, dan mencari apa yang 

sesungguhnya hendak diungkapkan atau diwahyukan melalui bahasa. Dalam 

bukunya tersebut, Binder memiliki peran yang sangat besar dalam 

mempopulerkan istilah liberalisme Islam, karena ia telah memberi batasan 

yang tegas antara Islam yang “liberal” dan Islam yang “tak-liberal” melalui 

contoh kontras dua tokoh Islam asal Mesir, yaitu Ali Abd al-Raziq sebagai 

tipikal pembaru Muslim “liberal” dan Sayyid Qutb sebagai tipikal Muslim 

“tak-liberal”. 

Luthfi Assyaukanie, memahami Islam liberal sebagai Islam yang kritis, 

progresif, dan dinamis. Islam liberal adalah gerakan reformasi yang berusaha 

memperbaiki kehidupan umat Islam, baik menyangkut pemahaman 

keberagamaan mereka maupun persoalan-persoalan lainnya termasuk 

ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dengan mengutip pendapat 

Wilfred Cantwell Smith, Luthfi Assyaukanie menjelaskan bahwa 

sesungguhnya akar-akar liberal itu ada dalam tradisi Islam sendiri. Yang 

dimaksud tradisi Islam tentu bukan hanya bersumber dari al-Qur’an dan 

Sunnah, tetapi juga semua upaya penafsiran dan pemahaman terhadap tradisi 

filsafat dan sufisme. Menurutnya, inilah yang disebut Smith sebagai salah satu 

akar liberalisme dalam Islam. Dalam perspektif ini, liberalisme dalam Islam 

sudah ada sejak lama, karena setiap gerakan pemikiran atau upaya untuk 

bersikap kritis terhadap ortodoksi-pemikiran baku yang diterima oleh 
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penguasa atau publik memilki watak liberal, baik dari disiplin filsafat, 

sufisme, maupun lainnya.
6
 

Dalam pandangan Charles Kurzman, Islam liberal merupakan penafsiran 

progresif terhadap “teks” Islam yang secara otentik berangkat dari tradisi awal 

Islam untuk berdialog agar dapat menikmati kemajuan modernitas, seperti 

kemajuan ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain-lain.
7
 Kurzman 

beranggapan bahwa ada sejumlah intelektual Muslim yang merepresentasikan 

Islam yang liberal. Dalam konteks Timur Tengah, Kurzman menyebut 

beberapa nama, seperti Ali Abd al-Raziq, Mahmud Thaha, dan Abdullahi 

Ahmed an-Na’im.
8
 

Menurut pandangan Kurzman, harus juga diakui bahwa istilah Islam 

liberal ini bagi sebagian kalangan seringkali mengandung konotasi negatif, di 

mana ia diasosiasikan dengan dominasi asing, kapitalisme tanpa batas, 

kemunafikan yang mendewakan kebenaran, dan permusuhan kepada Islam. 

Untuk menjawab persoalan ini, Kurzman menyatakan bahwa konsep Islam 

liberal harus dilihat sebagai sebuah alat bantu analisis, bukan kategori yang 

mutlak. Di sinilah Kurzman mendefinisikan liberal dengan pengertian yang 

agak longgar, yakni kelompok yang bersikap oposan terhadap revivalis Islam. 

Sementara Islam revivalis dipahami sebagai mereka yang mempercayai 

                                                
6Luthfi Assyaukanie, Wajah Islam Liberal di Indonesia (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), 202-203. 
7Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global 

(Jakarta: Paramadina, 2001), xiii. 
8Ibid., 157. 
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bahwa Islam memiliki peranan penting dalam dunia kontemporer, sebagai 

lawan dari kaum sekularis.
9
 

Sejarah kemunculan Islam liberal oleh Kurzman juga ditempatkan dalam 

konteks dialektika tiga tradisi interpretasi sosio-religius di dunia Islam, yang 

satu sama lain saling melengkapi bagi sejarah wacana Islam masa kini melalui 

perspektif masing-masing. Ketiga jenis tradisi tersebut adalah: Islam adat 

(customary Islam), Islam revivalis (revivalist Islam), dan Islam liberal (liberal 

Islam).
10

 

Tradisi pertama disebut Islam adat, yang ditandai oleh kombinasi 

kebiasaan kedaerahan dan kebiasaan yang dilakukan di dunia Islam. Kurzman 

mencontohkan tradisi penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap suci 

seperti halnya terjadi di Maroko dan di Indonesia. Khusus di Indonesia tradisi 

semacam ini juga menyangkut pertunjukan-pertunjukan ritual keagamaan dan 

kedigdayaan yang mengekspresikan tradisi-tradisi lokal.
11

 Dapat juga 

dicontohkan suara bedug di Afrika Selatan dan tradisi-tradisi musikal lainnya 

di dunia Islam; kepercayaan suku Kurdi dan umat Islam lainnya terhadap roh; 

perayaan tahun baru Islam dan hari-hari besar lainnya di Iran dan di dunia 

Islam lainnya; hirarki sosial yang menyerupai kasta di kawasan Islam Asia 

Selatan; serta kepercayaan terhadap orang-orang dan benda-benda tertentu 

yang memiliki kekuatan ghaib. Pada sebagian orang, tradisi-tradisi lokal 

                                                
9Ibid., xiii. 
10Ibid., xv-xvii 
11Informasi lebih jauh tentang tradisi lokal di Maroko dan Indonesia dapat dilihat pada Clifford Geertz, 

Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia, ter. Hasan Basari (Jakarta: Yayasan 

Ilmu-ilmu Sosial, 1982).   
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tersebut bukan saja dapat dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, 

melainkan juga memang terdapat aspek-aspek yang berbeda sesuai dengan 

adat di masing-masing wilayah. Karena itulah tradisi-tradisi di masing-masing 

wilayah itu cenderung dijustifikasi pada tingkat lokal saja, tidak pada tingkat 

global. 

Tradisi kedua dan yang merupakan alternatif terpenting dari Islam adat 

adalah Islam revivalis, atau juga biasa dikenal dengan Islamisme, 

Fundamentalisme, dan Wahabisme.
12

 Tradisi ini menyerang interpretasi adat 

(customary interpretation) yang dianggap kurang memberikan tekanan pada 

doktrin Islam. Dalam menghadapi penyimpangan lokal, kaum revivalis 

menghendaki pentingnya kembali kepada wahyu, menegaskan kepalsuan 

institusi-institusi politik lokal yang dianggap telah merebut kedaulatan Tuhan, 

otoritas kaum revivalis sebagai satu-satunya penafsir Islam yang memenuhi 

syarat, serta kebangkitan praktik keagamaan di periode awal Islam. Sebagai 

contoh gerakan tradisi revivalis Islam adalah gerakan Muhammad bin ‘Abdul 

Wahhab pada abad ke-18, yang kemudian menjadi prototipe untuk semua 

gerakan pemurnian Islam yang bertujuan membersihkan ajaran Islam dari adat 

lokal dan praktik-praktik yang tidak islami. 

Tradisi ketiga adalah Islam liberal (liberal Islam). Islam liberal 

mendefinisikan dirinya berbeda dengan tradisi Islam adat dan menyerukan 

keutamaan periode awal Islam untuk menegaskan ketidakabsahan praktik 

                                                
12Mengenai labelisasi gerakan Islam dengan nama revivalisme beserta pelbagai karakteristiknya dapat 

dibaca pada R. Hrair Dekmejian, “The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict 

and the Search for Islamic Alternatif”, The Middle East Journal, 34, 1 (1980), 1-12. 
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keagamaan masa kini. Sepintas memang dapat dikatakan bahwa ada kesamaan 

pandangan antara tradisi Islam revivalis dengan Islam liberal. Perbedaannya, 

Islam liberal menghadirkan kembali masa lalu untuk kepentingan modernitas, 

sementara Islam revivalis menegaskan modernitas atas nama masa lalu. Meski 

terdapat beberapa versi Islam liberal, namun satu elemen yang umum adalah 

kritiknya baik terhadap tradisi Islam adat maupun Islam revivalis, yang 

dikatakan mengalami keterbelakangan (backwardness). Menurut Islam liberal, 

kedua tradisi tersebut telah menghalangi dunia Islam menikmati buah 

modernitas, seperti: kemajuan ekonomi, demokrasi, dan hak-hak hukum.  

Islam liberal juga berpandangan bahwa Islam jika dipahami secara benar, 

akan sejalan dengan, atau bahkan perintis jalan bagi liberalisme Barat, yang 

dapat disamakan dengan kemodernan.
13

 

Ketiga jenis tradisi Islam tersebut secara dialektis terlibat dalam 

perdebatan dan persaingan hingga kini. Menurut Kurzman, terdapat enam 

tema pokok yang senantiasa diwacanakan kelompok Islam liberal.
14

 Tema 

pertama adalah menentang teokrasi. Kedua, adalah demokrasi. Tema ini 

diperdebatkan dengan penekanan khusus pada konsep musyawarah yang 

digunakan untuk memberikan kesempatan atau menuntut pernyataan 

kehendak umum dalam masalah-masalah kenegaraan. Ketiga, adalah hak-hak 

perempuan. Tema ini umumnya untuk merespons ayat-ayat al-Qur’an dan 

Hadis yang kelihatannya menunjukkan kontradiksi dengan hak-hak 

                                                
13Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal, xvii. 
14Ibid., xliii-lx. 
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perempuan, sebagaimana dipahami Islam liberal. Keempat, adalah hak-hak 

non-muslim. Tema ini membicarakan hubungan antaragama, hak-hak non-

muslim, terutama Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) untuk tetap menjalankan 

agama mereka, sepanjang mereka menunjukkan kesetiaannya dan membayar 

upeti kepada pemimpin muslim yang berkuasa. Kelima, adalah kebebasan 

berpikir. Tema ini merupakan inti dari persoalan Islam liberal karena kaum 

liberal harus mempertahankan kebebasan berpikir agar dapat memberikan 

dasar pembenaran terhadap pengungkapan pemikiran yang lainnya. Tema 

keenam adalah gagasan tentang kemajuan (the idea of progress). Tema ini 

merujuk pada pandangan pemikir muslim yang melihat modernitas dan 

perubahan sebagai perkembangan positif yang potensial. 

Apa yang bisa disimpulkan dari paparan ini adalah paham kebebasan 

berpikir dalam Islam yang kemudian menjadi spirit gerakan Islam liberal 

ternyata otentik bersumber dari tradisi Islam, meskipun dalam 

perkembangannya modernisasi Barat juga turut mewarnai wacana Islam 

liberal. Dengan demikian Islam liberal tidak harus selalu dipahami dalam 

konteks Barat dan dengan menggunakan barometer Barat. 

Islam liberal dapat dipahami dalam pengertian mereka yang bersikap 

oposan terhadap revivalisme, fundamentalisme dan selalu mewacanakan 

tema-tema yang secara ortodoks dianggap mapan, seperti ajaran Islam 

mengenai politik, demokrasi, hak-hak perempuan, pluralisme agama, 

kebebasan berpikir dan ide tentang kemajuan. Dengan selalu mendiskusikan 

tema-tema tersebut, kelompok Islam liberal percaya bahwa Islam akan dapat 
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memainkan peranan penting di dunia kontemporer. Perkembangan Islam 

liberal di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan 

paham liberalisasi pemikiran Islam di belahan dunia lainnya khususnya dunia 

Islam.  

2. Jaringan Islam Liberal 

“JIL Berawal dari Dunia Maya,” demikian Panjimas
15

 memberikan judul 

laporannya ketika menjelaskan latar belakang berdirinya Jaringan Islam 

Liberal (JIL) di Indonesia. Faktanya memang demikian, bahwa pada mulanya 

JIL adalah kelompok diskusi yang menjadikan mailing list sebagai media 

diskusi dan perdebatan secara bebas dalam merespons fenomena-fenomena 

sosial-keagamaan. Sebenarnya kebiasaan berdiskusi dan berdebat sudah 

dilakukan sebelumnya oleh para aktivis JIL di ISAI (Institut Studi Arus 

Informasi) dan Formaci (Forum Mahasiswa Ciputat) di mana sebagian besar 

pesertanya adalah mahasiswa perguruan tinggi Syarif Hidayatullah Jakarta 

dan Yayasan Wakaf Paramadina. 

Diskusi pertama yang merupakan cikal bakal terbentuknya JIL 

dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2001 dengan topik “Akar-akar 

Liberalisme Islam: Pengalaman Timur Tengah” yang dipresentasikan oleh 

Luthfi Assyaukanie. Dari forum diskusi ini kemudian muncul gagasan untuk 

membuat website sebagai wahana berdiskusi. Pada pertengahan Maret 2001, 

makalah Luthfie Assyaukanie menjadi tulisan pertama yang dimuat di website 

www.islamlib.com. Kemudian diskusi berlanjut dalam mailing list yang 

                                                
15Panjimas “Tetek Bengek Islam Liberal”, Panjimas No.7/I (edisi 26 Desember 2002-08 Januari 2003). 

http://www.islamlib.com/
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bernama islamliberal@yahoogroups.com dan di situs itu didiskusikan 

berbagai hal mengenai Islam, negara, dan isu-isu kemasyarakatan.
16

 

Beberapa nama yang sering muncul dalam mailing list tersebut antara 

lain Ulil Abshar-Abdalla (intelektual muda NU yang kemudian menjadi 

koordinator JIL Jakarta), Ahmad Sahal (redaktur jurnal kebudayaan Kalam 

yang juga aktif di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Lakpesdam) NU), Luthfi Assyaukanie (mantan wartawan majalah Ummat 

dan dosen Universitas Paramadina Jakarta), dan sejumlah nama lain dari 

kalangan penulis, intelektual, atau pengamat politik seperti Taufik Adnan 

Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saifulloh Fatah, Hadimulyo, 

Saiful Mujani, Hamid Basyaib, Farid Gaban, dan sebagainya.
17

 

Tentang penamaan “Islam Liberal” pada jaringan diskusi tersebut, 

Hamid Basyaib
18

 menyatakan bahwa meski itu hanya sebuah nama, namun 

diakui pada akhirnya ia menjadi sebuah label yang menjadi arah dan substansi 

pemikiran. Partisipan pun datang dari para pengamat Islam Indonesia dari luar 

negeri (Indonesianis) seperti Greg Barton, William Lidle, dan Danel S. Lev 

serta sejumlah kalangan non-Muslim dari CSIS. Hal ini menjadikan kelompok 

diskusi Islam liberal sebagai wahana bagi pemikiran yang terbuka, plural, dan 

bermuara pada kebebasan. Apa yang terjadi kemudian adalah Islam liberal 

                                                
16Ibid. 
17Ahmad Bunyan Wahib, “Jaringan Islam Liberal: Towads A Liberal Islamic Thoght In Indonesia”, 

Jurnal Studi Islam Profetika, Vol. 6 (2004). 
18Panjimas (26 Desember 2002), 28. 

mailto:islamliberal@yahoogroups.com
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bukan hanya sekadar nama mailing list, tetapi sudah merupakan nama resmi 

bagi suatu model pemikiran dan penafsiran Islam. 

Jika diperhatikan pada tema-tema yang didiskusikan, maka ditemukan 

ada semacam upaya pencarian terhadap model Islam yang bebas, 

mencerahkan, dan penuh dengan toleransi. Tema-tema seperti Islam dan 

demokrasi, Islam dan kesetaraan gender, Islam dan pluralisme menjadi bagian 

dari wacana yang sangat diminati. Tema-tema tersebut bila disederhanakan 

mengarah pada keinginan menghubungkan Islam dan negara, di dalamnya 

terdapat hubungan Islam dan politik, kebebasan warga negara untuk 

berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. 

Tema-tema yang diangkat dalam diskusi Islam Liberal merupakan tema-

tema yang sangat relevan dengan kondisi mutakhir kenegaraan Indonesia. Hal 

ini mengingat betapa derasnya konfigurasi segregasi peta pemikiran dan aksi 

Islam Indonesia sejak reformasi digulirkan. Harus diakui bahwa sepanjang 

tahun 2001, suasana sosial politik Indonesia dipenuhi dengan isu dan aksi 

sosial-keagamaan dengan model pemahaman keagamaan yang kaku, sempit, 

dan radikal sehingga mengesankan bahwa wajah Islam Indonesia begitu seram 

dan dekat dengan label terorisme. Secara tidak langsung tema-tema discourse 

Islam Liberal memberikan pertimbangan dan kontrol dalam perkembangan 

pemikiran dan aksi Islam Indonesia. Oleh karena itu, nama Islam Liberal 

sering disinggungkan dengan gerakan Islam radikal itu. Diskusi Islam Liberal 

pada akhirnya mengerucut menjadi gerakan resmi yang dinamakan Jaringan 

Islam Liberal (JIL). 
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Luthfi Assyaukanie pernah mengutarakan tentang latar belakang 

berdirinya JIL melalui tulisannya di www.islamlib.com,
19

 sebagai berikut: 

Saya melihat bahwa mayoritas umat Islam yang ada sekarang adalah 

Islam ortodoks, baik dalam wajahnya yang fundamental (dalam sikap 

politis) maupun konservatif (dalam pemahaman keagamaan). Islam 

liberal datang sebagai sebuah bentuk protes dan perlawanan terhadap 

dominasi itu. Ketika kita mengatakan ‘bebas dari’ dan ‘bebas untuk’, 

kita memposisikan diri menjadi seorang ‘protestan’ yang berusaha 

mencari hal-hal yang baik dari warisan agama dan membuang hal-hal 

yang buruk. Saya membayangkan semangat protestanisme itu adalah 

semangat yang seluruhnya bersifat positif, seperti yang dijelaskan 

dengan sangat bagus oleh Weber. 

Dalam bayangan saya, ‘Islam Liberal’ adalah sebuah gerakan reformasi 

(bukan dalam pengertian mahasiswa, tapi semangat protestanisme 

klasik) yang berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam, baik 

menyangkut pemahaman keberagamaan mereka maupun persoalan-

persoalan lainnya (ekonomi, politik, budaya, etc.). 

Dalam situs resminya www.islamlib.com diungkapkan bahwa nama 

“Islam liberal” sengaja dipilih untuk menggambarkan prinsip-prinsip yang 

dianut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari 

struktur sosial-politik yang menindas. “Liberal” di sini bermakna dua, yaitu 

kebebasan dan pembebasan. Menurut Jaringan ini, Islam selalu dilekati kata 

sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan penafsirnya. Atas dasar itulah kemudian kata “liberal” 

dilekatkan pada Islam sehingga menjadi Islam Liberal. Untuk mewujudkan 

Islam Liberal dibentuklah sebuah jaringan yang tujuan utamanya 

menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. 

Alasan dipilihnya bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan maupun 

                                                
19www.islamlib.com (13 Maret 2001) 

http://www.islamlib.com/
http://www.islamlib.com/
http://www.islamlib.com/
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partai politik, karena JIL merupakan wadah yang longgar untuk siapapun yang 

memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam Liberal.
20

 

Dalam kesempatan lain, Ulil Abshar-Abdalla menambahkan bahwa 

alasan membubuhkan kata “liberal” pada Islam, sesungguhnya hendak 

menegaskan kembali dimensi kebebasan dalam Islam yang jangkarnya adalah 

“niat” atau dorongan-dorongan emotif-subyektif dalam manusia itu sendiri. 

Kata “liberal” di sini, menurutnya tidak ada sangkut pautnya dengan 

kebebasan tanpa batas, dengan sikap-sikap permisif yang melawan 

kecenderungan “intrinsik” dalam akal manusia itu sendiri. Karena dengan 

menekankan kembali dimensi kebebasan manusia, dan menempatkan manusia 

pada fokus penghayatan keagamaan, maka itu berarti telah memulihkan 

kembali integritas wahyu dan Islam itu sendiri.
21

 

JIL yang merupakan wadah longgar bagi siapapun orang yang peduli 

dengan gagasan Islam Liberal secara garis besar memiliki tiga misi utama, 

yaitu pertama, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal yang sesuai 

dengan prinsip yang mereka anut, serta menyebarkannya kepada seluas 

mungkin khalayak. Kedua, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang 

bebas dari konservatisme. Mereka yakin bahwa terbukanya ruang dialog akan 

memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat. Ketiga, mengupayakan 

terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi.
22

 Untuk 

                                                
20http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/ (8 November 2007). 
21Ulil Absar-Abdalla, “Agama, Akal, dan Kebebasan”, dalam http://www.seasite.niu.edu/ 

Jaringan%20Islam%20Liberal-Ulil.htm. (25 Desember 2010). 
22Lihat http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/ (8 November 2007). 
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mendukung misi JIL tersebut, Ulil Abshar-Abdalla menyebutkan tiga kaidah 

bagi JIL, yaitu pertama, membuka ruang diskusi, meningkatkan daya kritis 

masyarakat dan memberikan alternatif pandangan yang berbeda. Kedua, ingin 

merangsang penerbitan buku yang bagus dan riset-riset. Ketiga, dalam jangka 

panjang ingin membangun semacam lembaga pendidikan yang sesuai dengan 

visi JIL mengenai Islam.
23

 

Menurut Luthfi Assyaukanie, ada empat agenda yang menjadi prioritas 

JIL, yaitu pertama, agenda politik di mana dalam pandangan Islam Liberal 

urusan negara adalah murni urusan dunia, sistem kerajaan maupun 

parlementer tidak ada bedanya. Kedua, mengangkat kehidupan antaragama 

dengan pencarian teologi pluralisme sebagai akibat dari semakin majemuknya 

kehidupan bermasyarakat di negeri-negeri Islam. Ketiga, emansipasi wanita, 

yakni mengajak kaum Muslim untuk memikirkan kembali beberapa doktrin 

agama yang cenderung merugikan dan mendiskreditkan kaum perempuan. 

Karena, doktrin-doktrin tersebut dari manapun sumbernya bertentangan 

dengan semangat dasar Islam yang mengakui persamaan dan menghormati 

hak-hak semua jenis kelamin. Keempat, kebebasan berpendapat. Agenda ini 

menjadi penting dalam kehidupan kaum Muslim modern, khususnya ketika 

persoalan ini dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia.
24

 

                                                
23Bustamam Ahmad Kamaruzzaman, Wajah Baru Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004), 

95. 
24Luthfi Assyaukanie, “Empat Agenda Islam yang Membebaskan”, dalam 

http://islamlib.com/id/index.php? (31 Desember 2007). 

http://islamlib.com/id/index.php
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Menurut pandangan JIL, Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran 

tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut: pertama, membuka pintu 

ijtihad pada semua dimensi Islam. Kedua, mengutamakan semangat religio 

etik, bukan makna literal teks. Ketiga, mempercayai kebenaran yang relatif, 

terbuka, dan plural. Keempat, memihak pada yang minoritas dan tertindas. 

Kelima, meyakini kebebasan beragama. Keenam, memisahkan otoritas 

duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. 

Lebih jauh tentang bagaimana penafsiran Islam yang terbuka, pluralis, 

dan humanis itu dirumuskan serta penjelasan lebih lanjut mengenai misi JIL 

dapat dilihat pada jejaring http://www.islamlib.com, sebagaimana kutipan 

berikut:
25

 

Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan 

landasan sebagai berikut: 

a. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Islam Liberal 

percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks 

keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus 

bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik 

secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam 

itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami 

pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad bisa 

diselenggarakan dalam semua segi, baik segi mu’āmalāt (interaksi 

sosial), ‘ubūdiyyāt (ritual), dan ilāhiyyāt (teologi). 

b. Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks. 

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya 

menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur’an dan 

Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan 

makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan 

melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat 

religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif 

menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.  

c. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Islam 

Liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam 

                                                
25http://www.islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/ (25 Desember 2010). 

http://www.islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/
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penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah 

penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh 

konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran 

mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, 

sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah 

cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang 

yang terus berubah-ubah. 

d. Memihak pada yang minoritas dan tertindas. Islam Liberal berpijak 

pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang 

tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang 

mengawetkan praktik ketidakadilan atas yang minoritas adalah 

berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami 

dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, 

gender, budaya, politik, dan ekonomi. 

e. Meyakini kebebasan beragama. Islam Liberal meyakini bahwa 

urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang 

harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan 

penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau 

kepercayaan. 

f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan 

politik. Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik 

harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). 

Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan 

agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang 

tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi 

kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk 

menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang 

privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses 

konsensus. 

 

Adapun program-program JIL yang sudah dilakukan antara lain: 

pertama, sindikasi penulis Islam Liberal. Maksudnya adalah mengumpulkan 

tulisan sejumlah penulis yang selama ini dikenal (atau belum dikenal) oleh 

publik luas sebagai pembela pluralisme dan inklusivisme. Kedua, talk-show di 

Kantor Berita Radio 68H dengan mengundang sejumlah tokoh yang selama 

ini dikenal sebagai “pendekar pluralisme dan inklusivisme” untuk berbicara 

tentang berbagai isu sosial-keagamaan. Ketiga, penerbitan buku yang 
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bertemakan pluralisme dan inklusivisme agama, baik berupa terjemahan, 

kumpulan tulisan, maupun penerbitan ulang buku-buku lama yang masih 

relevan dengan tema-tema tersebut. Keempat, penerbitan buku saku untuk 

kebutuhan pembaca umum yang mengulas dan menanggapi sejumlah isu yang 

menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat. Kelima, peluncuran website 

www.islamlib.com yang memuat setiap perkembangan berita, artikel, atau 

apapun yang berkaitan dengan misi JIL. Keenam, publikasi lewat iklan 

layanan masyarakat dengan tema-tema seputar pluralisme, penghargaan atas 

perbedaan, dan pencegahan konflik sosial. Salah satu iklan yang sudah 

diproduksi adalah iklan berjudul “Islam Warna-Warni”. Ketujuh, diskusi 

keislaman melalui kerjasama dengan pihak luar (universitas, LSM, kelompok 

mahasiswa, pesantren, dan pihak-pihak lain).
26

 

 

B. Realitas Sosial Majelis Mujahidin Indonesia 

1. Islam Fundamental: Melacak Makna dan Akar Historis 

Istilah fundamentalisme pada mulanya dilekatkan pada penganut agama 

Kristen di Amerika Serikat sebagai label bagi aliran pemikiran keagamaan 

yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid dan literal.
27

 

Antara tahun 1909 dan 1915, sekelompok teolog Amerika menerbitkan seri 

                                                
26Ibid. 
27Merujuk pada Encyclopedia of The Social Sciences (1968), penganut agama Kristen fundamental 

yang melakukan gerakan agresif dan konservatif di lingkungan gereja Kristen Protestan di Amerika 

Serikat ini berkembang dalam dasawarsa sesudah Perang Dunia I. Gerakan tersebut tercetus terutama 

di lingkungan gereja Baptist, Disciple, dan Presbyterian yang memperoleh dukungan dari kelompok 

kependetaan lainnya di bawah pengaruh W.J. Bryan. 

http://www.islamlib.com/
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buku kecil berjudul “The Fundamentals: A Testimony to The Truth” yang 

intinya berisi doktrin dasar Kristen yang menegaskan bahwa Bibel secara 

harfiyah adalah benar pada setiap pernyataan dan penegasannya.
28

 

Selanjutnya, selama perdebatan tahun 1920-an para pendukung doktrin 

tersebut dikenal dengan sebutan kelompok fundamental.
29

 Selama bertahun-

tahun istilah fundamentalisme hampir secara khusus dilekatkan pada tradisi 

Kristen tersebut. 

Timbulnya fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai respons 

dan reaksi terhadap liberalisme. Reaksi itu bermula dari anggapan bahwa 

liberalisme cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara elastis dan 

fleksibel agar sesuai dengan kemajuan zaman modern. Namun kenyataannya, 

penafsiran tersebut justeru membawa agama ke posisi yang semakin terisolir 

dan teralienasi. Karena alasan inilah fundamentalisme dikenal menolak 

hermeneutik.
30

 Kaum fundamentalis menuduh kaum liberalis sebagai pihak 

yang seharusnya bertanggungjawab terhadap terjadinya proses sekularisasi 

secara besar-besaran, di mana peran agama akhirnya semakin cenderung 

terkesampingkan dan digantikan oleh peran sains dan teknologi modern. 

Ketika fundamentalisme dalam agama Kristen itu menjadi sebuah sekte 

yang independen, maka dogma-dogma yang berasal dari penafsiran literal atas 

Bibel mengkristal melalui seminar-seminar, lembaga-lembaga, serta tulisan-

                                                
28K.S. Latourette, Christianity in a Revolutionary Age, vol. 5 (New York: The Paternoster Press, 1962), 

100-104. 
29Marsden, Fundamentalism and American Culture (Oxford: Oxford University Press, 1982), 117. 
30Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Postmodernisme 

(Jakarta: Paramadina, 1996), 109. 
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tulisan yang mengajak untuk menolak perkembangan (perubahan) dan 

memerangi masyarakat sekular. Kelompok ini cenderung mengisolir diri dan 

memusuhi pemikiran ilmiah dan hasil-hasil penemuannya.
31

 Oleh karenanya, 

mereka meninggalkan universitas-universitas dan mendirikan lembaga 

tersendiri bagi pendidikan anak-anaknya. Mereka juga menolak sisi positif 

kehidupan sekular (apalagi sisi negatifnya seperti aborsi, pembatasan 

kelahiran, penyimpangan seksual, dan lainnya). Terkait dengan hal tersebut, 

akhirnya fundamentalisme dianggap sebagai bentuk “ideologi protes” atau 

“ideologi kaum oposisi”. Ia muncul sebagai senjata ideologis untuk melawan 

kelas penguasa yang dianggap lalim dan menyimpang dari ajaran agama 

“yang benar”.
32

 Itu semua adalah fundamentalisme dalam terminologi Barat 

dan dalam visi Kristen. 

Pada tahun 1970-an, ketika para sarjana dan publik mulai tersadar akan 

adanya kebangkitan agama di banyak masyarakat, istilah fundamentalisme 

mulai diterapkan pada gerakan-gerakan kebangkitan agama dalam beragam 

konteks. Orang mulai bicara tentang fundamentalisme Hindu, Budha, Yahudi, 

dan Islam. Penerapan istilah fundamentalisme pada fenomena di luar Kristen 

ini menimbulkan banyak perdebatan. Karena, elemen-eleman lokal dari 

                                                
31Mereka bereaksi keras terhadap penjelasan ilmiah mengenai teori evolusi kejadian manusia 

sebagaimana diperkenalkan oleh ahli biologi Inggris, Charles Darwin (1809-1882). Jika penjelasan 

ilmiah Darwinian diterima, maka akan terdapat banyak ketidaksesuaian antara penjelasan Bibel dengan 

ilmu pengetahuan. William Shepard, “Fundamentalism Christian and Islamic”, Religion, 17 (1987), 

355-356. 
32Dalam Islam, ideologi protes dan ideologi oposisi muncul ketika kelompok Khawarij yang 

menentang kebijakan Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib. Tetapi, pengikut ‘Ali sendiri kemudian 

mengorganisir diri menjadi kelompok Shi’ah yang bersikap oposisi terhadap Khalifah Mu’awiyah dan 

keturunannya. Azyumardi Azra memberinya predikat paham perlawanan (oppositionalism). 

Azyumardi Azra, Pergolakan Politik, 109. 
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tempat istilah itu muncul (dalam konteks Amerika tahun 1900-an) sangat 

mewarnai makna istilah tersebut yang selanjutnya sulit untuk diterapkan di 

tempat lain. Dalam konteks ini, menurut Shepard, bahwa penggunaan istilah 

fundamentalisme seringkali mengalami persoalan disebabkan karena: (1) 

digunakan tanpa makna yang jelas, (2) sebenarnya cocok untuk kasus tertentu 

tetapi kemudian digunakan untuk fenomena yang berbeda, dan (3) terutama 

adanya value judgement terhadap istilah fundamentalisme.
33

 

Frase “fundamentalisme Islam” sendiri baru banyak digunakan dalam 

literatur ilmiah dan jurnalistik menyusul terjadinya revolusi Islam Iran tahun 

1979.
34

 Sejak peristiwa historis itu, istilah fundamentalisme Islam menjadi 

populer digunakan sebagai label berbagai gerakan Islam yang muncul dalam 

gelombang yang sering disebut kebangkitan Islam. Harus diakui bahwa sejak 

dua dasawarsa terakhir gejala kebangkitan Islam memang hampir selalu 

diikuti oleh penegasan kembali nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek 

kehidupan. Akan tetapi, menyebut semua gejala intensifikasi itu sebagai 

fundamentalisme merupakan simplikasi yang distortif. 

Banyak istilah yang digunakan untuk pelabelan terhadap fenomena 

kebangkitan agama di kalangan umat Islam. Beberapa terminologi yang sering 

muncul dalam berbagai literatur antara lain islamism, integrisme, radicalism, 

                                                
33William E. Shepard, “Islam and Ideology: Toward a Typology”, IJMES, 19 (1987), 307; Achmad 

Jainuri, Orientasi Ideologi Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan 

Modernisme (Surabaya: LPAM, 2004), 71. 
34Anwar ul-Haq Ahady, “The Decline of Islamic Fundamentalism”, Journal of Asian and African 

Studies, 27, 3-4 (1992), 231. 
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Islamic revolusioner, dan fundamentalism.
35

 Bagi sebagian besar sarjana 

muslim, istilah fundamentalisme merupakan peristilahan yang tidak 

mengenakkan (unfortunate) dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman 

(misleading). Ketidaksetujuan kelompok-kelompok di lingkungan Islam 

terhadap penggunaan istilah fundamentalisme dapat diamati dari keengganan 

mereka menggunakan terminologi tersebut.
36

 Sehingga tidak mengherankan 

jika kelompok-kelompok di Timur Tengah lebih suka menggunakan istilah al-

Ba’th al-Islāmi atau Iḥyā’ al-Dīn, bukannya al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah 

(Islamic Fundamentalism).
37

 Sementara kelompok yang dekat dengan makna 

fundamentalisme disebut muta’aṣṣibīn (kelompok fanatik) atau mutaṭarrifīn 

(kelompok radikalis/ ekstremis).
38

 

Nurcholish Madjid menyamakan fundamentalisme dengan kultus (cult) 

yang terinspirasi oleh berbagai gerakan kultisme seperti Unification Church 

yang didirikan oleh Sung Myung Moon atau kelompok cult David Koresh 

yang telah melakukan bunuh diri massal sebagai ekstremis fundamentalis 

Protestan.
39

 

                                                
35William E. Shepard, “What is Islamic Fundamnetalism?”, Studies in Religion, 17, 1 (1988), 7. 
36Fazlur Rachman memandang fundamentalisme secara sinis. Kelompok fundamentalisme dianggap 
orang-orang dangkal dan superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber pada al-Qur’an 

dan budaya intelektual tradisional Islam. Fazlur Rachman, Islam and Modernity: An Intelectual 

Transformation (Minneapolis: Biblitheca Islamica, 1979), 74. 
37R. Hrair Dekmejian, “Islamic Revival: Catalysts, Categories, and Consequences”, dalam  The 

Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity, ed. Shireen T. Hunter (Bloomington: Indiana 

University Press, 1988), 4-5. 
38Yusril Ihza Mahendra, “Fundamentalisme: Faktor dan Masa Depannya”, dalam  Rekonstruksi dan 

Renungan Religius Islam, ed. M. Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramadina, 1996), 98. 
39Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1992), 585. 
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Menurut pendapat Karm B. Akhtar dan Ahmad H. Sakr, pada tahun 

1970-an kebanyakan analis Muslim menolak istilah fundamentalisme sebagai 

label gerakan kebangkitan Islam. Pada tahun 1980-an para penulis Arab mulai 

menggunakan istilah uṣūliyyah, sebuah neologisme Arab yang merupakan 

terjemahan langsung fundamentalisme yang didasarkan pada kata uṣūl. Akan 

tetapi, pada tahun 1990-an analis Muslim mulai menggunakan istilah 

fundamentalisme dalam perdebatan politik dan ilmiah. Dengan demikian, 

fundamentalisme telah menjadi bagian dari kosakata kebangkitan serta studi 

kebangkitan itu sendiri.
40

 

Merujuk pada sejarah penggunaaan istilah fundamentalisme dalam 

Islam, pada dasarnya pelabelan itu terkait erat dengan fenomena modernitas 

Barat. Bahwa pada abad ke-19, sebagian besar Muslim sadar akan kekuatan 

Barat dan kelemahan relatif komunitas Muslim, sehingga tema utama 

sepanjang abad itu adalah bagaimana seharusnya Muslim berinteraksi dengan 

Barat dan bagaimana upaya menghidupkan kembali (reformasi) dunia Islam. 

Tanggapan pertama yang dilakukan Muslim terhadap modernitas Barat ini 

adalah menyesuaikan diri dengan keadaan dunia baru dan memanfaatkan 

model Barat dalam memperbarui masyarakat Muslim. Akan tetapi, pada paroh 

kedua abad ke-20, program pembaruan tersebut ternyata tidak memuaskan 

sehingga perlu dilakukan upaya baru yang lebih revolusioner. Di antara ikhtiar 

itu adalah gerakan menolak mengadopsi begitu saja metode Barat dan 

menegaskan sifat kekomprehensifan (shumūliyyah) dan keefektifan ajaran 

                                                
40Karm B. Akhtar dan Ahmad H. Sakr, Islamic Fundamentalism (Iowa: Cedar Rapids, 1982). 
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Islam.
41

 Dari sinilah kemudian istilah fundamentalisme Islam muncul dan 

dengan demikian ia merupakan fenomena modern. Akan tetapi, bukankah 

upaya kembali kepada konsep shumūliyyah Islam itu sudah terjadi sejak lama 

jauh sebelum Pencerahan Barat? Dalam konteks ini, merujuk pada pemikiran 

Achmad Jainuri, fundamentalisme Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

fundamentalisme sebelum abad ke-19 dan fundamentalisme abad 

sesudahnya.
42

 

Fundamentalisme sebelum abad ke-19 menekankan pada pentingnya 

kembali kepada sumber orisinal ajaran Islam yang bersifat mengikat dan 

untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik 

fundamentalisme ini dikenali pada saat Ahl al-Hadīth yang dipelopori Ahmad 

bin Hanbal menentang Mu’tazilah dan ketika menentang praktik 

penyimpangan kaum sufi dan shi’i. Karakter fundamentalisme ini juga dikenal 

lewat bentuk protes terhadap kebijakan penguasa muslim yang terlalu banyak 

mengakomodasi tradisi lokal yang non-islami, seperti yang dilakukan Ahmad 

Sirhindi di India menentang kebijakan Sultan Akbar yang dinilai banyak 

mengadopsi tradisi Hindu. Fundamentalisme ini menentang kultus individu 

serta menghapuskan taqlid buta seperti yang dilakukan Muhammad bin ‘Abd 

al-Wahhab di Semenanjung Arabia. Demikianlah, secara umum gerakan 

                                                
41P.J. Vatikiotis menemukan realitas paradoks seputar kebangkitan ini. Di satu sisi ada masyarakat 

Islam yang berupaya memegang teguh basis etika Islam, sementara pihak penguasa terkesan 

memaksakan modernitas Barat sebagai pilihan supaya masyarakat menerima dan memperoleh 

legitimasi agama. P.J. Vatikiotis, “What is a Islamic Revival?” Journal of New Society, 15 Pebruary 

(1979), 354. 
42Achmad Jainuri mengintrodusir perbedaan itu dengan istilah fundamentalisme pra-modern dan 

fundamentalisme modern. Achmad Jainuri, Orientasi Ideologi, 73-74. 
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fundamentalisme sebelum abad ke-19 ini menyerukan kembali ke asas-asas 

agama dengan dipimpin oleh figur ilmuwan terkenal yang gemar melakukan 

debat keagamaan dengan sesama Muslim. 

Sementara itu, karakteristik fundamentalisme sesudah abad ke-19 

dikenal melalui tanggapan-tanggapan terhadap tantangan modernitas. Upaya 

penting yang dilakukan gerakan ini adalah merumuskan sebuah alternatif 

Islam menghadapi ideologi sekular modern seperti liberalisme, Marxisme, dan 

nasionalisme. Dalam hal ini, mengimplementasikan syariat Islam dalam 

kehidupan pribadi dan sosial merupakan solusi untuk mengembalikan 

kemurnian Islam. Hal itu selaras dengan cita-cita “kembali kepada al-Qur’an 

dan Sunnah” yang diakui kebenarannya oleh umat Islam dan juga merupakan 

aksioma kalangan modernis. Kembali kepada yang diyakini sebagai pristine 

Islam berarti melampaui struktur Abad Pertengahan dengan madhhab-

madhhab fiqh, aliran teologi, dan tarekat sufi. Contoh utama dari gerakan 

fundamentalisme dari perspektif ini adalah gerakan Ikhwan al-Muslimin 

(1928) di Mesir, Jama’at Islami (1941) di Pakistan, dan revolusi Islam (1979) 

di Iran.
43

 

Demikianlah, fundamentalisme adalah salah satu pilihan untuk dapat 

dimengerti sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan politik dan psikologis 

seperti kebutuhan kepastian, identitas, dan pengakuan bagi yang terancam 

oleh kekuatan yang lebih tinggi atau oleh perkembangan pembangunan. 

Walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dalam setiap lingkungan 

                                                
43Ibid., 75. 
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budaya, garis-garis fundamentalisme dalam struktur dan fungsinya 

menunjukkan karakteristik yang sama. 

2. Majelis Mujahidin Indonesia 

Memasukkan MMI dalam kategori fundamentalis Islam dapat ditelusuri 

karakteristiknya melalui ideologi yang dianut, visi dan misi yang dicita-

citakan,  serta agenda dan progam kerja organisasi yang dibangun. Berikut 

adalah paparan mengenai profil MMI yang dimaksudkan. 

Pada tanggal 5-7 Jumadil Ula 1412 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 

Agustus 2000 M, telah dilaksanakan sebuah kongres akbar umat Islam di 

Yogyakarta. Kongres yang dihadiri oleh sekitar 1.800 peserta dari berbagai 

daerah dan berbagai latar belakang itu mengusung tema “Kongres Mujahidin I 

Indonesia untuk Menegakkan Syariat Islam”.
44

 Menurut Irfan S. Awwas, 

beberapa agenda utama yang mendasari kongres tersebut adalah pertama, 

menyatukan pemikiran dan pemahaman para aktivis Islam dalam satu visi dan 

misi berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua, membentuk solidaritas 

melalui konsolidasi internal demi terbentuknya barisan mujahid yang kokoh 

dan kuat di tingkat nasional, regional maupun internasional. Ketiga, 

membentuk sebuah lembaga atau institusi yang mampu menaungi kehendak 

para aktivis Islam. Keempat, merealisasikan terbentuknya sebuah dewan 

kepemimpinan umat sebagai representasi kepemimpinan di muka bumi yang 

berbasis syariat Islam. 

                                                
44http://majelismujahidin.wordpress.com/profil-majelis-mujahidin/ (24 Nopember 2008). 
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Kongres tersebut telah menyepakati tiga keputusan penting, yaitu 

pertama, pembentukan institusi “Majelis Mujahidin” yang bersifat tansīq 

(aliansi) dengan misi utamanya menegakkan syariat Islam. Kedua, memilih 

Ahl al-Ḥāl wa al-‘Aqd (AHWA) sebagai dewan pimpinan atau pengambil 

kebijakan Majelis Mujahidin dan dilaksanakan oleh Lajnah Tanfīdhiyyah atau 

pengurus eksekutif Majelis Mujahidin. Ketiga, mengeluarkan Piagam 

Yogyakarta.
45

 

Menurut ketua panitia kongres, istilah “mujahidin” yang dipakai sebagai 

nama kongres merupakan pilihan yang sudah tepat dan diambil berdasarkan 

teks al-Qur’an. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh ketua panitia sebagaimana 

kutipan berikut: 

Mujahidin bersandar pada al-Qur’an surat 8 ayat 72
46

 yang (artinya) 

berbunyi “sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah, dan berjihad 

dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang 

memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu dengan 

yang lain saling melindungi…”, maka mujahidin adalah orang yang 

berjuang di jalan Allah. Termasuk di dalamnya menegakkan syariat 

Islam. Karena itu, orang yang mau hadir di tempat ini adalah orang yang 

setuju terhadap syariat Islam, maka kongres ini disebut Kongres 

Mujahidin.
47

 

Penggunaan istilah Ahl al-Ḥāl wa al-‘Aqd (AHWA) sebagai dewan 

pimpinan atau pengambil kebijakan Majelis Mujahidin, menurut Irfan S. 

Awwas, karena cita-cita syariat Islam nantinya akan melahirkan khilafah 

                                                
45Irfan Suryahardi Awwas, Da’wah dan Jihad Abubakar Ba’asyir (Yogyakarta: Wihda Press, 2003), 

52. 
46

م يهاجروا مالكم إن الذّين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذّين ءاووا وّنصروا ألئك بعضهم أولياء بعض والذّين ءامنوا ول

 من ولّيتهم من شيء حتىّ يهاجروا وإن استنصرواكم فى الدّين فعليكم النصر إلّّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
47Irfan Suryahardi Awwas, “Wawancara Ketua Panitia Irfan Awwas”, Majalah Hidayatullah 

(September, 2000). 
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Islamiyah. Dengan demikian, diperlukan persiapan fondasi awal menuju 

khilafah Islamiyah tersebut melalui AHWA, karena begitulah Islam 

mengajarkan. Berdasarkan keputusan Kongres I, Abu Bakar Baasyir secara 

aklamasi dipercaya sebagai Amirul Mujahidin (ketua AHWA) dengan para 

anggota, antara lain Deliar Noer, Muchtar Naim, Mawardi Nor, Ali Yafie, 

Alawi Muhammad, Ahmad Syahrul Alim, dan A.M. Saifuddin. 

Dari beberapa nama yang tercantum sebagai pengurus AHWA tersebut, 

pada umumnya mereka adalah para “pemain lama” dalam garis perjuangan 

politik Islam di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mereka 

acapkali berurusan dengan pihak keamanan dengan tuduhan makar terhadap 

kedaulatan negara karena menolak asas tunggal Pancasila. Karena alasan 

keterlibatan para “pemain lama” itu pula, Majelis Mujahidin dituduh memiliki 

ikatan erat dengan Darul Islam (DI) pimpinan Kartosuwiryo. Tuduhan 

tersebut pernah dibantah oleh ketua Lajnah Tanfidhiyah dengan menyatakan 

bahwa Majelis Mujahidin bukan gerakan Kartosuwiryoisme.
48

 Meski 

demikian, tampaknya Amirul Mujahidin tidak membantah tuduhan tersebut 

melalui pernyataannya, bahwa “dugaan ini bisa saja benar, bahwa anggota DI 

lebih banyak yang menghadiri kongres Mujahidin yang pertama. Tetapi hal 

ini lebih disebabkan karena adanya kesamaan tujuan (visi)”.
49

 

                                                
48Majalah Saksi No. 26, Tahun II (5 September 2000). 
49Majalah Sabili No. 6 Tahun VIII (6 September 2000). 
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Pada kongres Mujahidin I tersebut, telah dirumuskan lima poin yang 

merupakan inti dari Piagam Yogyakarta, yaitu:
50

 

1. Wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam di 

Indonesia dan dunia umumnya. 

2. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang 

berakibat pada syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi 

manusia. 

3. Membangun satu kesatuan shaff mujahidin yang kokoh kuat, baik di 

dalam negeri, regional maupun internasional (antarbangsa). 

4. Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju 

terwujudnya imamah (khilafah)/kepemimpinan ummat, baik di 

dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia. 

5. Menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan 

jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai 

rahmatan lil’alamin. 

 

Sebagai sebuah organisasi atau institusi aliansi, struktur organisasi MMI 

terdiri atas dua badan yang memiliki otoritas berbeda yakni AHWA dan  

Lajnah Tanfidhiyah. AHWA adalah badan yang memiliki otoritas menetapkan 

kebijakan sesuai dengan keputusan kongres dan kepemimpinannya bersifat 

kolektif yang diketuai oleh satu orang yang bergelar Amirul Mujahidin. 

Adapun Lajnah Tanfidhiyah berfungsi sebagai pelaksana harian dari 

keputusan AHWA yang dibentuk di beberapa negara dan wilayah, bertugas 

menjalankan segala keputusan AHWA baik ke dalam maupun keluar, serta 

mengajukan saran dan pendapat kepada AHWA terkait dengan persoalan 

umat. 

Dalam seri Publikasi 2 disebutkan bahwa para peserta kongres telah 

mengamanatkan kepada AHWA untuk meneruskan misi penegakan syariat 

                                                
50Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Risalah (Dokumen) Kongres Mujahidin I (Yogyakarta: 

Wihdah Press, 2001), 182. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

113 

 

Islam melalui wadah yang disebut Majelis Mujahidin.
51

 Seri Publikasi 2 

tersebut juga menyebutkan rumusan asas dan sifat perjuangan Majelis 

Mujahidin, yaitu: 

Asas perjuangan Majelis Mujahidin adalah al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah yang sahih, sesuai pemahaman para sahabat radhiallahu 

‘anhu (ulama salaf shalih). Sifat Majelis Mujahidin bersifat tansiq atau 

aliansi gerakan (amal) di antara umat Islam (mujahid) berdasarkan 

ukhwah, kesamaan akidah serta manhaj perjuangan, sehingga majelis ini 

mampu menjadi wadah dalam hal berjuang menegakkan dienullah 

(agama Allah, Islam) di muka bumi ini, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa 

ataupun negara.
52

 

Dari asas dan sifat Majelis Mujahidin tersebut, dirumuskan ideologi dan 

garis perjuangan Majelis Mujahidin, sebagaimana dirumuskan dalam 

keputusan kongres pertama, yang meliputi akidah, visi, dan misi Majelis 

Mujahidin. Akidah Majelis Mujahidin adalah penegakan syariat Islam yang 

dilandasi oleh ajaran tauhid yang utuh, yaitu sebagaimana tuntunan 

Rasulullah. Dalam dokumentasi Majelis Mujahidin yang terangkum pada 

Risalah 2 seri publikasinya disebutkan sebagai berikut: 

Dalam memahami tauhid, manusia tidak cukup berpedoman pada tauhid 

rububiyyah yang meyakini Allah subhanah wa ta’ala sebagai penguasa 

dan pengatur alam semesta, yang menentukan hidup, mati, dan rezeki 

manusia. Tidak cukup sekadar memahami tauhid Asma wa Sifat Allah 

lainnya. Akan tetapi, harus disertai pula dengan keyakinan kepada 

tauhid uluhiyyah, yaitu ketaatan atas semua perintah Allah agar manusia 

selamat dunia dan akhirat. Ketaatan secara menyeluruh ini adalah 

hakikat dari para Nabi.
53

 

                                                
51Majelis Mujahidin Indonesia, Seri Buku Publikasi 2: Mengenal Majelis Mujahidin (Yogyakarta: 

Majelis Mujahidin, t.t), 14. 
52Ibid., 16. 
53Ibid., 17. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

114 

 

Menurut ketua panitia kongres, visi dibentuknya Majelis Mujahidin 

adalah memperjuangkan tegaknya syariat Islam (taṭbīq al-sharī’ah). Dalam 

pidatonya, ketua panitia kongres menyebut tiga alasan perjuangan taṭbīq al-

sharī’ah tersebut, yaitu: 

Pertama, alasan akidah (ideologis), karena setiap Muslim yang lurus 

pasti menghendaki berlakunya syari’at Islam sebagai konsekuensi logis 

dari pengakuannya sebagai Muslim. Kedua, alasan historis (sirah), di 

mana perjalanan sejarah umat Islam sejak Rasulullah saw hingga 

Khulafa al-Rashidin dan khalifah-khalifah sesudahnya, mereka itu para 

tabi’in dan shalafus sholeh hingga akhir runtuhnya khilafah Utsmaniah 

di bawah Sultan Abdul Hamid II tahun 1924 M, mereka semua hidup 

dalam satu sistem Islam yaitu sistem khilafah. Ketiga, realitas 

munculnya era globalisasi yang justeru diwarnai dengan krisis 

multidimensional yang berkepanjangan. Saatnya umat Islam 

menawarkan al-Qur’an dan Hadis dengan tanpa ragu dan minder demi 

mengatasi segala macam problem yang menimpa umat manusia.
54

 

Visi Majelis Mujahidin tersebut didukung oleh misi tunggalnya yaitu 

“berjuang demi tegaknya syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat memperoleh 

keberuntungan hidup dunia dan akhirat serta membawa rahmat bagi rakyat, 

negara, dan alam semesta”.
55

 

Dalam penjabaran tentang misi tunggal ini, Majelis Mujahidin harus 

selalu berpegang teguh pada dua hal, yaitu: pertama, akidah yang bersih dari 

kemusyrikan yang tersebar dalam negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam, tetapi menganut sistem sekular. Kedua, kepemimpinan 

                                                
54Irfan Suryahardi Awwas, “Pidato Sambutan Ketua Panitia Kongres Mujahidin”, dalam Risalah 

Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari’ah Islam (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), 193. 
55Ibid., 18. 
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ummat harus terbebas dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang 

berpandangan sekular. 

Menurut Fauzan al-Anshari, dalam pengamalan syariat Islam secara 

menyeluruh, Majelis Mujahidin harus bersih dari kesyirikan dan 

kepemimpinan kaum kafir, munafik, dan berpandangan sekular, sebagaimana 

dalam pernyataannya berikut: 

Bahwa sistem yang kita pakai dan berlaku saat ini adalah sistem 

berlandaskan pada pemikiran sekular, maka terjadi politik uang dan ini 

adalah kesyirikan, sehingga krisis masih terus saja terjadi dan bahkan 

negara kita telah mengalami kebangkrutan. Selain sistem yang syirik 

tersebut, kita pun dipimpin oleh kaum kafirin, munafiqin, dan orang-

orang yang berpandangan sekular. Maka kita harus menolaknya karena 

secara hukum syariah adalah haram.
56

 

Bagi Majelis Mujahidin, agenda menerapkan syariat Islam secara kaffah 

di semua bidang kehidupan manusia, meliputi syariah yang terkait dengan 

masalah ritual individual, ibadah kekeluargaan, dan sosial-kenegaraan, seperti 

dalam pemilihan pemimpin, menetapkan hukum positif dan mengatur 

kehidupan ekonomi, sosial, dan politik kenegaraan. Tidak boleh satupun 

aspek syariah diabaikan atau sengaja dibekukan dengan berbagai dalih dan 

kepentingan. Hanya dengan cara inilah umat Islam akan menjadi kesatuan 

umat yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, 

Majelis Mujahidin berkeyakinan dan berketetapan bahwa beriman dan ber-

Islam dengan benar merupakan landasan pikir, bersikap, dan bertindak bagi 

kaum Muslimin. 

                                                
56Fauzan al-Anshari, Wawancara, Jakarta, 5 Nopember 2009. 
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Untuk mewujudkan ideologi dan cita-cita penegakan syariat Islam  

tersebut, Majelis Mujahidin menggunakan strategi yang dituangkan dalam dua 

metode (manhaj) perjuangan, yaitu pertama, dakwah dan kedua, jihad fi 

sabilillah. 

Majelis Mujahidin menegaskan bahwa dakwah merupakan cara untuk 

menjelaskan hakikat Islam, terutama kewajiban menegakkan syariat Islam. 

Dalam seri Publikasi 2 Majelis Mujahidin diuraikan dengan tegas tentang 

dakwah yang akan ditempuh, yaitu “dakwah dilaksanakan secara terus terang, 

membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, berdasarkan 

kitabullah dan sunah Rasulullah sesuai pemahaman para sahabat”.
57

 Hal 

tersebut ditegaskan kembali oleh Shabbarin Syakur dalam pernyataannya 

berikut: ”dalam menegakkan syariat Islam, Majelis Mujahidin menggunakan 

metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yakni mengajak, ud’u ila 

sabīli rabbika bi al-ḥikmah wa al-maw’iḍah al-ḥasanah, wa jādilhum billati 

hiya aḥsan. Jadi, intinya metode yang kita sampaikan pertama kali adalah 

mengajak, berdakwah”.
58

 

Lebih lanjut Shabbarin Syakur menjelaskan bahwa apa yang dimaksud 

dengan dakwah dengan hikmah (bi al-ḥikmah) adalah dakwah dengan ilmu 

syar’i kepada sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas semacam pakar, 

ulama maupun intelektual yang memang mendalami ilmu-ilmu syar’i agar 

berpartisipasi dalam menerapkan syariat Islam. Sedangkan dakwah dengan 

                                                
57Ibid., 19. 
58Shabbarin Syakur, Wawancara, Yogyakarta, 24 Nopember 2009. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

117 

 

pengajaran yang baik (al-mau’iḍah al-ḥasanah) biasanya untuk kalangan 

masyarakat awan (grass root) baik Muslim maupun non-Muslim melalui 

pesan-pesan, suri tauladan, dan lain-lain. Sementara dakwah dengan berdialog 

atau berdebat (al-jadālah) diperuntukkan kepada kalangan-kalangan 

intelektual yang sudah terdoktrinasi oleh paradigma liberal sehingga kerap 

menolak dan menentang syariat Islam. Sebab-musabab penentangan mereka 

atas syariah akan dihadapi Majelis Mujahidin lewat metode debat 

argumentasi.
59

 

Tentang metode (manhaj) kedua, yakni jihad fi sabilillah, Majelis 

Mujahidin memaknainya sebagai berjuang dengan semangat tinggi dan 

kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala 

bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal 

tegaknya syariat Islam. Hal ini pula diungkapkan oleh Fauzan al-Anshari, 

“bahwa Laskar Mujahidin dibentuk untuk dipersiapkan dalam mengawal 

dakwah bagi tegaknya syariat Islam”. Jadi, peran jihad sangat penting sebagai 

upaya untuk mempertahankan dakwah itu sendiri dari kendala-kendala baik 

struktural maupun kultural. Jihad Majelis Mujahidin dijalankan dalam rangka 

jihad non-fisik dan jihad fisik. Jihad non-fisik berlaku dalam situasi dan 

kondisi damai tetapi mendapat hambatan secara tidak langsung seperti lewat 

tulisan, ide, media, yang biasanya berasal dari Barat. Majelis Mujahidin akan 

merespons dengan debat argumentasi, dialog, diskusi, dan cara non-kekerasan 

lainnya. Jihad ini dimaksudkan untuk sekadar mempertahankan diri. 

                                                
59Ibid. 
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Adapun jihad fisik dilakukan jika eskalasi terhadap dakwah non-fisik 

meningkat menjadi gangguan fisik. Misalnya pergolakan atau konflik yang 

terjadi di Afghanistan, Palestina, atau di daerah-daerah konflik lainnya, yang 

itu menghalangi umat Islam dalam berdakwah dan menjalani kehidupannya 

secara fisik. Bagi Majelis Mujahidin, dakwah dan jihad merupakan satu 

metode perjuangan yang tidak dapat dipisahkan. 

Dalam buku risalah publikasi maupun dokumen-dokumen Majelis 

Mujahidin dijelaskan bahwa selain konsep manhaj dakwah dan jihad tersebut, 

Majelis Mujahidin juga memiliki strategi perjuangan. Strategi itu dapat 

diketahui melalui dua pendekatan, yaitu kultural dan struktural. Pendekatan 

kultural biasanya langsung bersinggungan dengan masyarakat umum lewat 

sarana taklim, pengajian, tabligh akbar, kajian-kajian, dan sarana-sarana 

lainnya. Pendekatan struktural ditujukan kepada lembaga-lembaga negara, 

pemerintah daerah, partai politik, institusi atau organisasi massa, dan elemen-

elemen lainnya. Implementasi pendekatan struktural dilakukan dalam dua 

bentuk kegiatan yakni melakukan konsolidasi kekuatan sosial-politik internal 

dan optimalisasi kemampuan aliansi. Semua kegiatan tersebut tetap dalam 

kredo sosialisasi penegakan syariat Islam. 

Dalam penegakkan syari’at Islam sebagaimana dituturkan oleh Fauzan 

al-Anshari “akan mengalami banyak hambatan, baik dari golongan Islam 

maupun non-Islam”. Dalam menghadapi masalah ini, Majelis Mujahidin 

dalam seri publikasi 2 sebagaimana tertulis dalam dokumen perjuangannya 

menegaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan petunjuk yang 
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jelas dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 9,
60

 yakni “Dan jika ada dua 

golongan dari orang-orang mukmin bertengkar, damaikanlah mereka. Jika 

salah satu dari golongan itu berlaku aniaya kepada yang lain, perangilah 

golongan yang berbuat aniaya sampai ia kembali kepada ketentuan Allah. Jika 

kembali kepada ketentuan Allah damaikanlah mereka dengan adil dan berbuat 

adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. 

Kemudian dalam Hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa “Allah tidak akan 

membiarkan umat menghadapi dua pedang sekaligus, yaitu pedang dari 

sesama Muslim dan pedang dari musuhnya”. 

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan Hadis di atas, arah perjuangan MMI 

adalah menghindari permusuhan dengan sesama Muslim karena hal itu sangat 

melemahkan umat Islam sendiri. Selain itu, dalam buku seri publikasi 2 

dituliskan bahwa arah perjuangan MMI adalah sebagai berikut: “bahwa dalam 

mengembalikan dan menegakkan kembali tatanan kehidupan umat Islam, 

Majelis Mujahidin harus memposisikan diri secara benar sehingga 

keberadaannya betul-betul sebagai kekuatan yang memberi fasilitas bagi 

segenap kelompok kaum Muslim untuk kembali ke satu shaf barisan kaum 

muslimin”.
61

 

MMI memiliki pandangan bahwa sudah ada beberapa pola perjuangan 

yang telah ditempuh oleh umat Islam dalam mengembalikan tatanan 

                                                
60

التّى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وإنّ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 

.وأقسطوا إنّ الله يحبّ المقسطين  
61Majelis Mujahidin Indonesia, Seri Buku Publikasi 2: Mengenal Majelis Mujahidin (Yogyakarta: 

Majelis Mujahidin, t.t), 40. 
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kehidupan, yaitu parlementer (berpartai), gerakan pembinaan akidah, akhlak, 

pendidikan sosial dan ekonomi, pemberontakan bersenjata, dan gerakan 

budaya yaitu membaur di masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan MMI 

bersifat tansiq atau aliansi agar semua upaya yang sudah ditempuh oleh umat 

Islam tersebut memperoleh penguatan kembali. 

Dalam implementasinya, MMI menggunakan metode aliansi yang terdiri 

dari tiga bentuk aliansi, yakni: pertama, aliansi personal (tansīq farḍiy). 

Aliansi ini bentuknya pendekatan personal lintas komunitas atau institusi 

tanpa batasan. Parameter utamanya adalah satu akidah dan satu mainstream 

perjuangan dalam sosialisasi penegakan syariat Islam. Kedua, aliansi program 

(tansīq ‘amaliy). Aliansi program berlaku di level institusi lewat kerja sama 

program-program semisal bakti sosial, bedah buku, seminar, dan program-

program lainnya. Ketiga, aliansi institusi (tansīq niẓāmiy). Aliansi ini 

merupakan kerja sama lintas institusi dalam mendukung penegakan syariat 

Islam. Lintas institusi berupa lembaga-lembaga negara, parpol, organisasi 

massa, dan lain sebagainya. 

Dalam pandangan MMI, syariat Islam meliputi tiga sistem kehidupan, 

yaitu lingkup pribadi, lingkup keluarga, dan lingkup kehidupan sosial 

kenegaraan, sehingga dalam penegakkan syariat Islam yang diperjuangkan 

meliputi ketiga hal tersebut. Berkaitan dengan ini, Shabbarin Syakur 

menyatakan bahwa “penegakkan syariat Islam dalam konteks pribadi dan 

keluarga tidak ada masalah. Masalahnya hanya pada penegakkan syariah pada 
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level kehidupan sosial kenegaraan”.
62

 Sementara itu, Fauzan al-Anshari 

mengatakan bahwa penegakan syariat Islam itu mutlak dilaksanakan. Syariat 

Islam harus dimasukkan dalam konstitusi negara. 

                                                
62Shabbarin Syakur, Wawancara, Yogyakarta, 24 Nopember 2009. 


